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SURAT pERINI'AI KEryA(SPK)

SATUAN KERgA :
UNIVERSITAS BAINGRA BELITUNG

NOMOR DAN TANGGAL SPK
Nomor    :  OO8/UN50/SPK/PPK-05/2023
Tanggal  : 25 Mei 2023

NAun pryABAT

Nana                     :    Rahmat Iskandar
NIP                           :     198509192006041003
/abatan                   :    Pejabat pembuat Komitmen
Berkedudukan       :     KampusTerpadu UBB Gedung Rektorat
di                                Desa Balunijuk Kecamatan Merawang

Kabupaten Bangka

yang bertindak untck dan atas mama.) Pemerintah Indonesia
ENANDATANGAN c.q.    Kementerian    Pendidikan,    Kebudayaan,    Riset    danKO- Teknologi   c.q.   Satuan   Kerja   Universitas   Bangka   Belitung

berdrsarkan   Surat  Keputusan   Rektor   Universitas   Bangka
Belitung  Nomor  1.2/UN50/KU/I/2023  tanggal  2  ]anunri
2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembunt Komitmen (PPK)
pada  Universitas  Bangka  Belitung  Tahun  Anggaran  2023
selanjutnya   disebut   qltiabat   Pemndrtangan   Kontrak   ",
dengan:

NALRA PENyEDIA

Nana                             :    Rifana usmeiliono
7abatan                           :    Direktur
Berkedudukan di         :   /I. Galunggung perumahan

Griya        Kedaton        No.1,
Desa/Kelurahan          Parit
Padang,    Kec.    Sungailiat,
Kab.       Bangka,      F'rovinsi
Kepulauan                Bangka
Belitun8

AktaNotarisNomor    :     15
Tanggal                          :    09 December 2022
Notaris                            :    I'achrizal, S.H., M.Kn

yang   bertindak   untuk   dan   atas   nana   CV.   Mentawal
Konstruksi selaniuthva disebut ``F'enyedia".

pAIHr ENGADA^N:
NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
IAIGSUNG:

Pemeliharaan  Pagar  dan Nomor    : 028.3/UN50/PP-03/2023
Pot Bun8a Tanggal  :  15 Mei 2023
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NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSING :
Nomor    : 028.9/UN50/PP-03/2023
Tanggal  :  24 Mei 2023

SUMBER DANA.  dibebankan  atas  DIPA  Universitas  Bangka  Belitung Tahun  Anggaran
202 3                       untck                       mata                       anggaran                       kegiatan
02 3.17.67 7533.30. 51.DK.4470.BEI.001.004.A. 52 3111.00S.001

MASA PEIAKSANAAN PEKE]]AAN: 60 0inam Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal
Mulai Keria yang tercantum dalam SPMK sanpai dengan Tanggal Penyerahan Pertana
Pekerian

MASA PEMEmlARAAN PEKEB]AAN: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir

]ENIS KONThAK:  Lumsum

I)OKLJMIN KONIRAK

I)okumen-dokumen  berikut  merupakan  satu  kesatunn  dan jika  terjadi  pertentangan
antara ketenttram dalam  suatu dokumen  dengan ketentLran drlam dokumen yang lain
maka  yang berlaku  adalah  ketentuan  dalam  dckumen  yang  lebih  tinggi  bet.dasarkan
urutan hierarki sebagai berikut:

a.     Adendum surat perintah Kerja/SPK (apabila ado);
b.    Surat penawaran;
c.     Syarat~Syarat umum SPK;
d.    gambar~ganbar ;
e.     spesifikasi teknis;
f.     Daftar KelLraran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
9.     Dokumen   hainnya   seperti:    Surat   Penunjukan   Penyedia   Barang//asa,   /adwal

Pelaksananm Pekerjann, jaminan -jaminan,  Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.

HARGA KONrRAK
Harga     Kontrak    termasuk     Pajak     Pertanbahan     Nilai     (PPN)     adalah     sebesar
Rp.68.839.000,00- (Enam Puluh Delapan ]uta Delapari Ratus Tiga Puluh Sembihan Ribu
Rupiah)   yang   diperoleh   berdrLsarkan   total   harga   penawaran   terkoreksi   aritmatik
sebagaimana tercantlrm dalam Dafter Keluaran dan Harga hasil negosiasi den koreksi
aritmatik.
IINGKuppEREryEN
Ruang lingkup peketjaan terdiri dari :

1.  Pekeljann Persiapan
2. Pekerjann Pengecatan I'agar den Pot Bunga
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SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran  untuk  kontrak  ini  dilakukan  ke  Bank  Mandiri  cabang  KCP  Sungailiat
rekening nomor : 1690003496715 atas nana Penyedia : CV. Mentawai Konstruksi

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : fefa/zjgrAs

Dokumen penunjang yang diryaratkan urituk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

1.          Surat Tagihan
2.          Berita Acara Hasil pemeriksaan
3.          Berita Acara penyelesaian pekerjaan
4.          Berita Acara serah  Terima Hasil pekertyaan
5.            SSF' (PPN DAN PPID
6.          Kuitansi
7.          Fcktur pajak
8.          Dokumentasi Hasil I'eke
BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini tidak diberikan unng muha

rAslLrrAs

Pej abat Penandrtangan Kontrak  tidck memberikan fasilitas

Untuk dan atas nana Universitas
Bangka Belitung

I,ejabatPenanda ngan Kontrak

Rahmat lska
Pembunt mitmen

Untuk dan atas nana Penyedia
CV. Mentawal Koustruksi

E=

*F;AKX4o¥#,6J

Rifan Usmeiliono
Direktur
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SYARAT UMUM
SURAT PERINIAII KEryA tspro

1.     LINGKUI' PERER]AAN
Penyedia yarLg ditunjuk berkewajiban untck menyelesaikan pekezjaan dalam jangha
waktu yang ditentukan sesLrai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.
Lingkup dan Spesifikasi Peketryaan yaitu sebagai berikut :

NO. URALIN pEREryEN VOLURE SArtyAN ENGA sAmuAN JUMLAHHARGA

ik

I FEKEryAAV pERslAFAIN

1
F'apen mma pekerjaan 1,00 ls 250.000,00 250.000,cO

2
Dokumentasi danpelacoran 1'00 ls 1.250.000,00 I.250.000,00

n PEKEtyAAN PEGECATANI'AGARDANPOTBUNGA

A HKEryEN PEGECATAVPAGAR

1

Pek. Pencucian permukanndindiiaelama 733,46 nLZ 3.ZOO,00 2.347.084,80

2
Pek. Pengecatan dindingPajzar&RumahTedmon 733,46 m2 59.5S3,21 43.665.466,34

3 Pek. Teralis Besi Pagar 108'00 m2 47.025,55 5.078.759,40

8
PExp)AAN PEGECATANroTBLINGADANREH^pperBUNGA

1

Pek. Perbaikan Potbunjta 1'00 ls 500.000,00 500.000,00

2
Pek. Pencucinn permukaancotbunca 14229 m2 S.ZOO,00 455.320,54

3 Pek. Pegecatan pot bunga 142,29 m2 59.53321 8.470.841,74

Jumlch 62.017.472£Z

mjck 1 1 96 6.821.922,01

Trfu 68£39.394£3
Pembirfufro 68£39.000,00
kerfulang : than Ptiltlh dchprn /tita Dchpan Ratus Tiga Ptrfuh Sembihan Ribii Rupiah

2.    HUKUM YANG BERIAKU
Keabsahan, intexpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepadr hularm Repub
Indonesia.
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3.    IARANGAN    KORupsl,    KOLusl    DAN/ATAu    NEroTlsME,    pENyAIAHGUNAAN
\VE\^7ENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengndaan barang/j asa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a.    menawarkan,  menerima  atau  menjanjikan  untuk  memberi  atau  menerima

hadiah atau imbalan bempa apa saja atau mehakukan tindckan lainnya untuk
mempengaruhi  siapapun  yang  diketahui  atau  patut  dapat  diduga  berkaltan
dengan pengadann ini;

b.    mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c.    membLrat  dan/atau  menyampaikan  secara  tidak  benar  dokunen  dan/atau

keterangan fain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanann SPK ini;
d.    Penyedia  menjamin bahwa yang bersangkutan  termasuk semua anggota  KSO

(apabila berbentick KSO) dan subkontraktornya ¢ika ada) tidak pemah den tidak
akarL melakukan tindahan yang dilarang pada pasal di alas;

e.    Penyedia  yang  menurut  penilaian  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    terbukti
melakukan    larangan~larangan    di    atas    dapat    dikenakan    sanksi-sanksi
admiristratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak  sesuai ketentuan peraturan-
perundangan;

f.     Pejabat Penandatangan Kontrak  yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme  dan  penipuan  dikenakan  sanksi  berdasarkan  ketentiran  peraturan
perund,ang~undangan.

4.    HARGA KONTRAK
a.    Hanga  Kontrak  telah  memperhifungkan  keuntungan,  beban  pajak,  asuransi

(apabila dipersyaratkan) ,   biaya  oyendced, biaya pelcksanaan pekerjaan, dan
biaya penerapan SNIap

b.    Harga Kontrak sesLrai dengari keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar
Kehraran dan Harga.

5.    UANGMURA
a.    Uang   muha   dibayar   uutuk   membiayai   mobilisasi   peralatan/tenaga   kenya

konstruksi,  pembayaran  uang  tanda  jndi  kepada  pemasok  bahan/material
dan/atau untck persiapan teknis lain;

b.    Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi  30%  (tiga puluh
perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi ;

c.    Dalam hal diberikan unng muka, maka penyedia harus mengajukan permohonan
pengarndilan unng muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang muka urLtuk melaksanakan pekertyaan
sesuai SPK den rencana pengembaliannya;

d.    Besaran  uang  muka  ditentukan  dalam   SPK  dan  dibayar  setelah  Penyedia
menyerahkan  /aminan  Uang  Muka  paling  sedikit  sebesar  Lrang  muka  yang
diterima;

e.    Masa berlakunya ]aminan Uang Muha paling kurang sejak tanggal persetujunn
pemberian uang mcka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Pf rovisional Harid Over/ PH0n
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f.     Pejahat    Permndatangan    Kontrak       harus    mengajukan    Surat    Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pej abat I'enandatangananan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada hurmf d, paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah /aminan Uang Muka diterima;

9.    Pengembalian   uang   muha   harus   diperhitungkan   berangsur~angsur   secara
praporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerty aarL dan paling hamhat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6.    HAK DAN KEWA|IBAN PENYEDIA
a.     Pcnyedia  berhak  menerima  pembayaran  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  sesLrai

dengan harga dan ketentiran yang tehah ditetapkan dalam SPK;
b.    Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentck sarana dan prasarana

dari Pejahat Penandatangan Kontrak  untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentLrm SPK;

c.     Penyedia  berkewajiban  melaporkan  pelaksanaan  pekerjaan   secara  periodik
kepada Pejabat Penandatangan Itontrak ;

d.    Penyedia   berkewajiban   melaksanakan,   menyelesaikan    dan   menyerahkan
pekerj aan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam SPK;

e.     Penyedia  berkewajihan  melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekertyaan  secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan~bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksancan, penyelesaian
dan perbaikan pekeriann yang dirinci dalam SPK;

f.     Penyedia  berkewajihan  memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlutan
uutuk pemeriksann pelaksanann yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak

9.    benyedia  berkewajihari   mengambil   langkah-langkah  yang  memadai  dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja
maupun   masyarahat   dan   lingkungan   sekitar   yang  berhubungan   dengan
pemindahan  bahan  baku,  penggunaari  peralatan  kerja  konstruksi  dan  proses
produksi;

h.    Penyedia   berkewajiban   melaksanakan   semua   perintah   Wakil   Sah   Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalani SPK ini.

7.    HAK DAN KEWA7IBAN pnyABAT PENANDATANGAN Kor`ITRAK
a.    Pejabat Penandatangan Kontrak   berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan

yang dilcksairakan oleh Penyedia;
b.    Pejabat  Penandatangan  Kontrak     berhak  menerima  laporan~haporan  secara

periodik mengenai pelaksancan pekeljaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c.     Pejabat l'enandatangan Kontrak  berhak menerima hasil pekerjaan sesuni dengan

jadwal penyerahan pekerjann dan ketentuan yang telah ditetapkan daham SPK;
d.    Pejabat  Penandatangan  Kontrak    berkewajiban  membayar  pekerjaan  sesuni

an har tercantum dalam SPK telah diteta kan ke ada Pen
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e.     Pejabat  Penandatangan  Kontrak    berkewajiban  memberikan  fasilitas  berupa
sarana   dan   prasararm   yang  dibutuhkan   oleh   Penyedia   untuk   kelancaran
pelaksanaan pekezjaan sesuai ketentuan SPK; dan

f.     Pejabat penandatangan Kontrak  berkewajihan menilai kineria penyedia.

8.    WAKIL SAH PE]ABAT PENANDATANGAN KONIRAK
a.    Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap

dokumen yang disyarathan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarlcam SPK ini
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak   hanya drpat dilakukan atau dibuat oleh
Wakil Salt Pejabat Penandatangan Kontrak  yang disebutkan dalam SPK;

b.    Kewenangan  Wakil  Sah  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    diatur  dalam  Surat
Keputusan dari Pejabat Penandrtangan Kontrak  dan harus disampaikan kepadr
Penyedia.

9.    PERPAIAEN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain  yang  sah  yang dibebankan  oleh  hukum  yang berlaku  atas  pelaksanaan  SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

1 o.   PENGALIIIAN DAN/ATAu SuBKor`ITRAK
a.    Penyedia  dilarang  untuk  mengalihkan  dan/atau  mensubkontrakkan  sebagian

atau  selurmh  pekerjaan.  Pengalihan  selunth  pekerjann  hanya  diperbolehkan
dalam hal pergantian nana penyedia, baik sebagai akibat peleburan  (merger)
atau akibat lainnya;

b.    ]iha  ketentuan  di  alas  dilanggar  maka  SPK dipufuskan  sepihak  oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak  den Penyedia dikenckan sanksi.

1 1 .   MASA pEIAKSAr`IAAN KONTRAK
a.     SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai

dengan  sampai  dengrn  Tanggal  I'enyerahan  Akhir  Pekeljann  dan  hak  den
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudeh terpenuhi;

b.    Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai  Kerja yang tercanfum dalam
SF'MK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;

c.    Masa  Pemeliharaan  dihitung  sejak  Tanggal  Penyerahan  Pertama  Pekerjaan
sampal dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

d.    Paling lambat 7  (tujuh)  hari kalender sejak diterbitharmya SPMK dan sebelum
pelaksarmari   pekerjann,   Pejabat   Penandatangan   Kontrak     bersaLma   dengan
Penyedia,    unsur    perancangan,    dan    unsur    pengawasan,    hams    sudah
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;

e.     Hasil rapat persiapan pelaksamaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

f.     Pada  tahap  awal  pehaksanaan  kontrak,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    dan
Pengawas  Pekerjaan  bersama-sama  dengan  Penyedia  melakukan  pengukuran
dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untck setiap kelunran

Konstndsi dan Perahatan Utama (Mutual Check 0%)
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9.    Hasil  pemeriksann  bersama  dit`rangkan  dalan  Berita  Acara.  Apabila  dalam
pengukuran/pemeriksann bersana mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
hanis dituangkan dalam adendum SPK;

h.    Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan,;
i.     Apabila  penyedia  tidak  dapat  menyelesaikan  pekerf dan  sesuai jadwal  karena

keadcan  dilunr  pengendalianriya  den  penyedia  telali  melaporkan  kejadian
tersebut kepada Pejahat Penandatangan Kontrak , maka Pejahat Penandatangan
Kontrak   dapat melakukan penjadwalan  kembali  pelaksanaan  fugas  penyedia
dengan adendun SPK.

1 2. PENGENDALIAN wAErlu
a.     Kecuali  SPK  diputuskan  lebih  awal,  Penyedia  berkewajiban  untck  memulai

pelaksanaan pekerjann pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewakfu Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, seria menyelesaikan pekerjann paling lambat selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK;

b.    Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliarmya yang dapat dibuktikan dendkiari,
dan Penyedia telah mehaporkan kejadian tersebut kepadr Pejahat Penandatangan
Kontrak , dengan disertai bukti~bukti yang dapat disetuj ui Pejabat Penandatangan
Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat memberlakukan Peristiwa
Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanann tugas Penyedia
dengan membuat adendum SPK;

c.    ]ika pekerjann tidak selesai sesuai Masa pelaksanaan bukan akihat Keadran Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalalan Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.

13.  KETERIAMBATAN PELAKSANAAN PEKER/AAN
a.    Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka pejabat

Penandrtangan  Kontrak    harus  memberikan  peringatan  secara  tertulis  atau
dikeriakan ketentuan tentang kontrak kritis;

b.    Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanan terlambat lebih besar
10% dari rencana;

c.    Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause
meeting/ SCM) sebagai berikut:
1)      Pada  saat  Kontrak  dinyatakan  kritis,  Pengawas  Pekerjaan  memberikan

peringatan     secara     tertulis     kepada     Penyedia     dan     sehanjutnya
menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

2)      Dalam SCM Tahap I, Pejabat penandatangan Kontrak , Pengawas pekerjani
dan  Penyedin  membahas din  menyepakati besaran  kemajuarL fisik yang
harus  dicapai  oleh  Penyedia  dalam  periode  waktu  tertentu  (uji  coba
pertama) yang ditunngkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

3)      Apabila    Penyedia    gagal    pada    uji    coba    pertama,    maha    Pejabat
Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan
harus diselenggarakan  SCM Tahap 11  yang membahas dan  menyepakati
beSaran harus  dica ai  oleh  Pen edia dalam waktu
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tertentu (uji coha kedua) yang dituanghan dalam Berita Acara SCM Talap
11.

4)      Apabila penyedia gagal prda uji coba kedua, maka pejabat penandatangan
Kontrak     menerbitkan   Surat   Peringatan   Kontrak   Kritis  11   dan   harus
diselenggarckan SCM Taliap in yang membahas dan menyepakati besaran
kemajLran fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
coba ketiga) yang dituanghan dalam Berita Acara SCM Thhap Ill.

5)      Aprbila penyedia grgal pada uji coba ketiga, maka pejahat penandatangan
Kontrck    menerbitkan  Surat  Peringatan  Kontrck  Kritis  Ill  dan  Pejabat
Penandatangan  Kontrak    dapat  melakukan  pemutusan  Kontrak  secara
sepihak dengan mengesampingkan Pasal  1266 dan  1267 Kitab Undang-
Undeng Hukun Perdata.

6)      Apabila uji coba berhasil, namun pads pelaksancan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentLran SCM dari awal.

14.  PEMBERIAN KESEMPATAN
a.    Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa

Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak   menilai bahwa
Penyedia  mampu  menyelesalkan  pekerjaan,  Pejahat  Penandrtangan  Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedin untuk menyelesaikan pekerjan;

b.    Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalan adendum SPK yang didalamnya mengatur:
1)      waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
2)      pengenann sanksi denda keterlambatan kepada penyedia;

c.     Pemberian kesempatan keprda penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti
pengenaan denda keterlanhatan;

d.    Pemberian   kesempatan   kepada   Penyedia   untuk   menyelesaikan   pekeriaan
dilaksanakan dengan ketentun:
1)       tidak drpat melampaui Taliun Anggaran; den
2)      paling lama sama dengan Masa pelaksanaan awal.

1 5. pERLrmuNGAN ThNAGA RERgA
a.    Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan hagi tenaga

kerja konstruksi nya, minimal berupa BP/S Ketenagakeriaan;
b.    Besamya   perlindungan   bagi   tenaga   kerja   sudah   diperhitungkan   delam

penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.    Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi,  membebaskan,  dan  menanggung

tanpa batas Pejabat Penandrtangan Kontrak  beserta instansinya terhadap semua
bentuk  tuntutan,  fanggung jawab,  kewajiban,  kehilangan,  kerugian,  denda,
gLigatan  atau  tuntutan  hukum,  proses  pemeriksann  hukum,  dan  biaya  yang
dikenakan terhadap Pejahat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecunli
kenigian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalaharL atau kehalaian
berat Pejabat Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul
dari hal~hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengarL Tanggal

erahan Akhir
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I)       kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan tenaga
kerja konstruksi;

2)       cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
3)       kehilangan  atau  kerusakan  harta  benda,  dan  cidera  tubuh,  sakit  atau

kematian pihak ketiga.
b.      Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal penyerahan Akhir

Pekerjann, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjann ini, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut  diakibatkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  Pejabat  Penandatangan
Kontrak

c.      Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidck membatasi kewajiban
penanggringan dalam pasal ini;

d.      Kehilangan atau kerusakan terhndap hasil pekeriann atau bahan yang menyatu
dengarL  hasil  pekeljaan  sejak  Tanggal  Mulai  Kerja  sampal  dengan  Tanggal
Penyerahari Akhir Pekerjaan harms diganti atau diperbaiki oleh Penyedia alas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kehalaian Penyedia

17.  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a.    Pejabat   Penandatangan   Kontrak     berwenang  melakukan   pengawasan   dan

pemeriksaan terhadep pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
Apabila  diperlukan,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    dapat  memerintahkan
kepada pihak ketiga untck melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanani pekeri aan yang dilaksairakan oleh penyedia;

b.    Pejabat Penandatangan Kontrak   memberitchukan secara tertulis periyedia atas
setiap  cacat  mutu  yang  ditemukan.  Pejahat  Penandatangan  Kontrak    dapat
memerintahkan penyedia untick menemukam den mengungkapkan cacat mutu,
serta  menguji  pekekyaan  yang dianggap  oleh  Pejahat  Penandatangan  Kontrak
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas carat mutu selama
Masa Kontrak;

c.     Terhadap  pemberitahuan  Cacat  Mutu  tersebut,  Penyedia berkewajihan  untuk
memperbaiki   Cacat   Mutu   dalam   jangka   waktu   yang   ditetapkan   dalam
pemberitchunn;

d.    )iha   Penyedia  tidck  memperhaiki   Cacat  Mutu  dalam  jangka   waktu  yang
ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekezjaan, berhak untuk secara langsung atau melalul pihak ketiga
yang  ditunjuk  oleh  Pejabat  Penandrtangan  Kontrak    mehakukan  perbaikan
tersebut.   Penyedia   segera   setelah   menerima   klaim   Pejabat   PenandatangarL
Kontrak  secara tertulis berkewaj iban untuk mengganti biaya perbeihan tersebut.
Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat memperoleh penggantian biaya dengarL
memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo ¢ika ada) atau
unng retensi atau pencairan /aminan  Pemeliharaan  atau jika  tidak add  maka
biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejahat
Penandatangan Kontrak  yang telah jatuh tempo;

e.     Pejabat penandatangan Kontrak  mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan  perbaikan  Carat  Mutu  dan  mengenakan  Sanksi  Daftar  Hitam

ada Pen tidak melaksartakan rbaikan cacat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk

Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

laman www.iibb.ac.id

f.    /angka waktu perbaikan akihat cacat Mutu paling lambat adalah 1 4 hari setehah
diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18.  LAPORAN HASIL PEKERIAAN
a.    Pemeriksann    pekeljaari    dilakukan    selama    pelaksanaan    kontrak    untuk

menetapkan  volume  pekeriann  atau  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  guna
pembayaran  hasil  pekerjann.  Hasil  pemeriksaan  pekerjaan  dituangkan  dalam
laporan kemajuan hasil pekerj aan;

b.    Untck  kepentingan  pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanann  pekezjann,
seluruh  aktivitas  kegiafan  pekerjcan  dilokasi  pekeljaan  dicatat  dalam  buku
harian sehagai bahan haporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencaira dan
realisasi pekerjann dan catatan -catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanann
pekerjaan;

c.    I,aporan kemajuan hasil pekeriaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan
sesuai dengan kebutuhan;

d.    Untuk    merekam    kegiatan     pelaksanaan    pekeriaan     konstruksi,    Pejahat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto -toto dokunentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuharL;

e.     Laporan kemajLran hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh pengawas
Pekeriaan, dan disetujLii oleh Pejabat Penandatangan Kontrak  /  pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak .

19.  SERAII TERIMA PEKERIAAN
a.     Setelah  pekerjaan  selesai,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertunng dalam  SPK,

Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepadr Pejabat Penandrtangan
Kontrak  untuk serah terima pertama pekerjaan;

b.    Pejabat  Penandrtangan  Kontrak    memerintahkan  Pengawas  I'ekerjaan  untck
melakukan pemeriksann terhadap hasil pekerjann;

c.    Pemeriksaan    dilak`ckan    terhadap    kesesuaian    hasil    pekerjaan    terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;

d.    Hasil   pemeriksaan   dari   Pengawas   Pekerjcan   disampaikan   kepada   Pejahat
Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerj aan tidak sesuai
dengan  ketentunn yang tercantirm dalam  SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejahat Penandrtangan Kontrak   memerintahkan Penyedia untuk memperbaild
dan/atau rtrelengkapi kekurangan pekerjan;

e.     Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum  dalam  SPK  maka  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    dan  Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerj aan;

f.     Pembayaran dilakukan sebesar 95%  (sembilan puluh lima person)  drri Harga
Kontrak,  sedangkan  yang  5%  (lima  persen)  merupakan  retensi  selama  nasa
pemeliharaan, atau pemhayaran dihakckan sebesar  100%  (seratus persen)  dari
Harga Kontrak den Penyedia harus menyerahkem /aminan Pemeliharaan sebesar
5% (lina person) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERLMA AKHIR PEKERIAAN
a.    Penyedia wajib memelihara hasil peke¢aan selama Masa pemeliharaan sehingga

kondisi teta ada saat erahan rtarna
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b.    I,amanya Masa pemeliharann ditetapkan dalan SPK;
c.    Setelah Masa Pemeliharann berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara

tertulis  kepada  Pejabat  Penandatangan   Kontrak     untuk  penyerahan  alchir
pekep'an;

d.    Apabila drlan pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya sehama Masa Pemeliharaan dengan baik dan tehah sesuai dengan
ketentuan yang tercant`m dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak  dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

e.    Pejabat  Pcnandatangan  Kontrak    wajib  melakukan  pembayaran  sisa  Harga
Kontrak yang belum dihayar atau mengembalikan /aminan Pemeliharaan;

f.     Apabila  Penyedia  tidak  melaksanakan  kewajiban  pemeliharaan  sebagaimana
mestinya,  maka  SPK  dapat  diputuskan  sepihak  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrck       dan    Penyedia   dikenakan    sanksi    sesuai    ketentunn    peraturan
perundrngan;

9.    Setelah  penandatanganan Berita Acara  Serah Terima Akhir  Pekerjaan, Pejahat
Penandatangan Kontrak  menyerahkan hasil pekerjaan kepadr PA/KPA.

21 .  PERUBAHAN SPK
a.     SPK hanya dapat diuhah mehalui adendum SPK;
b.    Penibahan  SPK  dapat  dilaksanakan  apabila  disetujui  oleh  para  pihak,  yang

diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1)    perubahan pekerjan;
2)    perubahan Harga Kontrak;
3)    peruhahan jedwal pelaksanaan pekeriaan dan/atau Masa pelaksanaan;
4)    perubahan SPK yang disehabkan masalah administrasi.

c.    Untuk  kepentingarL  perubahan  SPK,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    dapat
meminta pertimbangan drri Pengawas Pekerj aan.

22.  F'ERUBAI+AN PEKERIAAN
a.    Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK,
Pejabat Penandatangan Kontrak  bersama Penyedia dapat melakukan peruhahan
pekeljaan , yang meliputi:
1)    menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
2)    mengubah spesifikasi teknis den/atau gambar peketiaan; dan/atau
3)    mengubah jadwal pelaksanaan pekefyaarL.

b.    Dalam hal tidak terjndi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada
huruf a  diatas  namun  ada  perintah  perubahan  dari  I'ejabat  Penandatangan
Kontrak  ,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak    dan  Penyedia  dapat  menyepakati
perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;

c.     Perintah  perubahan  pekerjaan  dibuat  oleh  Pejabat  Penandrtangan  Koiitrak
secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutlcan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentlran yang tercantum daham SPK
awal;

d.    Hasil   negosiasi   tersebut   dituangkan   dalam   Berita   Acara   sebagai   dasar
strmn adendLm S
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e.     Dalam hal peruhahan peker].aan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan  SPK  dilaksanakan  dengan  ketentiran  penambahan  Harga  Kontrak
akhir tidrk melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantirm daham SPK
awal dan tersedianya anggararL.

23.  PERUBAIIAN HARGA
a.    Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan olch perubahan pekeriann den/atau

Peristiwa Kompensasi;
b.    Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka peneritiran harga ban dilakuhan

dengan negosiasi ;
c.     Ketentuan ganti rugi akibat l'eristiwa Kompensasi mengacu pada prsal peristiwa

Krmpensasi;
2 4. PERUBAHAN /ADWAL PELAKSANAAN PEKERTAAN DAN/ATAU MASA PELAKSAI`IAAN

a.     Peruhahan jadwal pelaksanacn pekeng.aan dapat diakibatkan oleh:
I)    perubahan pekerjaarL;
2)    perpanjangan Masa pelaksanan; dan/atau
3)    Peristiwa Kompensasi.

b.    Pexpanjangan Masa Pelaksarman dapat diberikan oleh  Pejabat Penandatangan
Kontrak  atas pertimhangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sehagal berikut:
1)    perubahan pekerjaan;
2)    Peristiwa Kompensasi; dan/atau
3)    Keadcan Kahar.

c.    Masa  Pelaksanani  dapat  dipexpanjang  paling  kurang  sama  dengan  waktu
terhentinya  SPK  akibat  Keadann  Kahar  atau  wakfro  yang  diperlukan  untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

d.    Pejahat   Penandatangan   Kontrak       dapat   menyetujui   pexpanjangan   Masa
Pelaksamaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan teithlis yang
diajukan oleh  Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. /iha Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan  dini  atas  keterlambatan  atau  tidak  dapat  bekerja  sama  untuk
mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maha keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk mempexpanjang Masa Pelaksanaan;

e.    Pejabat penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas peketiaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;

f.     Persetujiran   perubahan  jadwal   pelaksanaan   dan/atau   perpanjangan   Masa
Pelaksanann ditungkan dalam ndendum SPK;

9.    /ika   terjadi   Peristiwa   Kompensasi   sehingga   penyelesaian   pekerjaan   akan
melampaul   Masa    Pelaksanaan    maha    Penyedia   berhak   untuk   mertLinta
perpanjangan    Masa    Pelaksanaari    berdasarkan    data    penunjang.    Pejabat
Penandatangan   Kontrak      berdasarkan   pertimbangan   Pengawas   Pekerjann
memperpanjang   Masa   Pelaksarman    secara    tertulis.    Perpanjangan   Masa
PeLaksanann harus dihakukan melalui adendum SPK.

25.  KEADAAN RAHAR
a.    Dalan hal terjadi keadaan kahar, Pejabat penandatangan Kontrak atau penyedia

memberitahukan  tentang  terjadinya  Keadaan  Kaliar  kepnda  salah  satu  pihck
secara tertulis dengan ketentuan :
1)    dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari

atau sehamsn amen adari atas atau a Keadan
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2)    menyertakan bukti Keedaan Kahar; dan

3)    menyerahhan  hasil  identifikasi  kewajiban  dan  kinerja  pelcksanaan  yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Kcadann Kahar tersebut.

b.    Dalam   Keadaan   Kalrar,   kegagalan    salah   satu   Pihak   untuk   memenuhi
kewajibannyayangditentukandalamkontrakbukanmerupakanciderajanjiatau
wanprestasi  apabila  telah  dilakukan  sesuai  pads  huruf  a.  Kewajiban  yang
dimaksud    ndalah    hanya    kewajiban    dan   kinerja   pelcksanaan    terhadap
pekerjaan/bagian pekeljaan yang terdanpak dan/atau akan terdanpak akibat
dari Keadaan Kahar,

26.  PERISTIWA KOMPENSASI
a.   Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1)    Pejabat PerLandetangari  Kontrak   mengubah jadwal  pekerjaan yang dapat
mempengarwhi pelcksanaan pekerjaan;

Z)    keterlamhatan pembayaran kepada penyedia;
3)    Pejabat   Penandatangan   Kontrak      tidak   memberikan   gambar-gambar,

spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4)    Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalan SPK;
5)    Pejabat Penandrtangan  Kontrak   memerintahkan penundaan pelaksanann

pekerjan;
6)    Pejahat Penandatangan Kontrak   memerintahkan untuk mengatasi kondisi

tertentu  yang  tidak  dapat  diduga   sebelumnya  yang  disehabkan/tidak
disehabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau

b.    /ika  Peristiwa  Kompensasi  mengakibatkan  pengeluaran  tambahan  dan/atau
keterlamhatan  penyelesaian  pekerjaan  maka  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
berkewajihan untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan
Masa Pelaksanann;

c.    Ganti rugi akibat peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jiha berdasarkan
data  penunjang  dan  perhitungan  kompensasi  yang  diajukan  oleh  Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;

d.    Perpanjangan Masa Pehaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang  drnperhitungan  kompensasi  yang  diajukan  oleh  Penyedia  kepnda
I'ejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwa Kompensasi;

e.    Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa pelaksanaan
jika  Penyedia  gagal  atau  lalai  untuk  memberikan  peringatan  dini  dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGIIfNTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a.    Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadann Kahar;
b.    Pemutusan SPK dhakukan dengan terlebih drhulu memberikan 3 (tiga) kali surat

peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan
wanprestasi;

c.     Pemutusan  SPK  dapat  dilakukan  oleh  Pejahat  Penandatangan  Kontrak    atau
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d.    Pemutusan SPK dihakukan sekurang~ kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah      Pejabat      Penandatangan      Kontrak      /Penyedia      menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutirmn SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pej abat
Penandatangan Kontrak ;

e.     Dalam  hal  dilakLckan  pemutusan  SPK  oleh  salah  satu  pihak  maka  Pejabat
Penaridatangan Kontrak  membayar keprda Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi  pekerjaan  yang  telah  diterima  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
dikurangi  denda  yang  harus  dibayar  Penyedia  (apabila  ada),  serta  Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanann kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
dan selanjutriya menjadi hak milik Pejahat Penandatangan Kontrak ;

f.     Mengesampingkan pasal 1 266 dan 1 267 Kitab undang-Undang Hukun perdata,
Pejabat Penandatangan Kontrak   atau Penyedia melalui pemberitahunn tertulis
dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
1)      Pejabat penandatangan Kontrak atau penyedia terbukti melakukan korupsi,

kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

2)      pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  korupsi,  kolusi,
dan/atau   nepotisme   dan/atau   pelanggaran   persaingan   sehat   dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang//asa dinyatahan benar oleh lnstansi yang
berwenang;

3)      Penyedia berada dalam kcadan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
4)      Penyedia      terbukti      dikenakan      Sanksi      Daftar      Hitam      sebelum

penandatanganan SPK;
5)      Penyedia gagal memperhaiki kinerja;
6)      Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
7)      berdasarkan  penelitian  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  ,  Penyedia  tidrk

akan mampu menyelesaikan keselurwhan pekebaan walaupun diberikan
kesempatan   sejak   rtiasa   berakhimya   pelaksanann   pekerjaan   untuk
menyelesaikan pekelj aan;

8)      setelah   diberikan   kesempatan   menyelesaikan   pekeri.aan      sejak   nasa
berakhimya pelaksanaan pekeH.aan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekery.aan;

9)      Penyedia  menghentikan  pekerjaan  selama  28  (dun  pulwh  delapan)  hari
kalender dan pengivenhan ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekeljaan;

10)    Penyedia  mengalihkan  seluruh  kontrak  bukan  dikarenakan  pengantian
nana Penyedia;

11)    setelah   mendapatkan   persetujuan   Pejabat   Penandatangan   Kontrak   ,
Pengawas     Peker)ann     memerintahkan     Penyedin     untuk     menunda
pehaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, den perintah tersebut
tidak ditarik sclama 28 (dun puluh delapan) hari kalender; atau

12)    Pejabat  Penandatangan  Kontrak    tidak  menerbitkan  Surat  Permintann
Pembayaran  (SI'P)  untuk  pembayaran  tagihan  angsuran  sesuai  dengan
yang disepakati.

9.    Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pehaksarraan karena kesalahan
edia maka:
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d.    Pejahat Peirandatangan Kontrak  dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengqjuan   pemintann   pembayaran   dari   Penyedia   diterima   hams   sudah
mengajukan  Surat  Peimintann  Pembayaran  kepada  Pejabat  Penandatanganan
Surat Perintah Membayar (PPSPM);

e.    apabila  terdapat  ketidaksesunian  dalam  perhitungan  angsuran,  tidak  akan
menjadi alasan untuk menunda  pembayaran.  Pejabat Penandatangan  Kontrak
dapat meminta F'enyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara
dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

f.     Pejabat  Penandrtangan  Kontrak     dapat  menangguhkan  pembayaran  setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekekyaan sesuai
dengan waktu yang tehah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANII RUGI
a.    Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, antara lain:

denda   keter'lambatan   drlam   penyelesaian   pelaksanaan   pekerjaan,   dende
keterlambatan dalan perbaikan Carat Mutu;

b.    Ganti   rugi   merupakan   sanksi   finansial   yang   dikenakan   kepada   Pejabat
Penandatangan    Kontrak        maupun    Penyedia    harena    terjadinya    cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilal kerugian yang
ditimbulkan;

c.     Besarnya    denda    keterlambatan   yang    dikenakan    kepada    Penyedia    atas
keterlambatan penyelesaian pekerjann adalah  1%  (satu perseribu)  dari Harga
Kontrck (sebelun PEN);

d,    Besaran  denda  keterlamhatan perbaikan  akibat  Cacat Mutu untck setiap hari
keterlambatan adalah 1 / 1000 (satu per seribu) drri biaya perbaikan cacat mutu;

e.     Besariiya  ganti  rugi  sebagal  akibat  Peristiwa  Kompensasi  yang  dibayar  oleh
Pejabat I'enandrtangan Kontrak  alas keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarhan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

f.     Ganti nigi kepada penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan
dalam edendun SPK;

9.    Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejahat Penandatangan Kontrak , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertal perhitungan dan data-data.

3 0.  PENYELESAIAN PERSELISIIIAN
Pejabat  Penandatangan  Kontrak     dan  penyedia  berkewajiban  untuk  bempaya
sungguh~sungguh menyelesaikan secara damai semun perselisihan yang timbul dai.i
atau   berhubungan   dengan   SPK   ini   atau   interpretasinya   selama   atau   setelah
pelcksanaan pekebaan. ]ilca perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan ahan diselesalhan melalul Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
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1)       Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau /aminan  Hang Muka
dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan) ;

2)      penyedia membayar denda (apabila ado); dan
3)      penyedia dikenahan sanksi Daftar Hitam.

h.    Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa pemeliharann harena kesalahan
Penyedia, maka:
1)      Pejahat penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau

/aminan   Pemeliharcan   dicairken   terlebih   dahulu   untuk   membiayai
perhaikan/pemeliharaan; dan

2)       Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
i.     Dalam  hal  pemutusan  SPK dilakukan  karerm  Pejabat  Penandatangan  Kontrak

terlibatpenyimpanganprosedur,melakukankorupsi,kolusi,dan/ataunepotisme
dan/atau pelanggaran  persaingan sehat dalam pelaksanaan  pengadann, maha
Pejabat  Penandatangan  Kontrak     dikenakan  saliksi  berdasarkan   peraturan
permdang-undengan;

j.     Pencairan jaminan sehagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke
kas Negara/Daerah;

k.    Dalam  hal  terdapat  nilai  sisa penggunaan  uang  retensi  atau  uang pencairan
]aminan   Pemeliharaan   untuk   membiayai   pembiayaan/pemeliharaan   maka
Pejabat Penandatangan Kontrak  wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28.  I'EMBAYARAN
a.    Pembayaran  prestasi  hasil  pekeH.aan  yang  disepakati  dilakckan  oleh  Pejabat

Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
1)    Penyedia   telah   mengqjukan   tagihan   disertai   laporan   kemajuan   hasil

pekerjaan;
2)    pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajunn hasil pekertyaan yang

telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandrtangan Kontrak ;
3)    pembayaran dilakukan terhadap pekertyaan yang sudch texpasang;
4)    pembayaran dilakuhan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan

dalam SPK;
5)    pembayaran harus memperhitunghan:

i.      angsuran unngmuka;
ii.     denda den/atau ganti rugi (apabila ada);
iii.     pajak;dan/atau
iv.     unngretensi.

b.    pemhayaran ter`akhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara
Serah  Terima  Pertana  Pekerjaan  ditandatangani  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak  dan I'enyedia;

c.     Sebelum   pembayaran   terakhir   dilakukan,   Penyedia   berkewajiban   untuk
menyerahhan  kepada  Pengawas  Pekerjaan  rincian  perhitungan  nilai  tagihan
terakhir yang jatuli tempo.  Pejabat Penandatangan Kontrak   berdasarhan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajihan uutuk menerbitkan
SPP untuk pemhayaran tagihan angsuran terakhir paling lanbat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan
diterima oleh Pe awas Peke


